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Abstract 

The policy implementation of the development Raja Haji Abdullah airport 
and the impact on The implementation of free trade zone ( FTZ ) in 

Karimun Regency 

Faisal Rizal 

Open University 

faisaldishub@gmail.com 

keywords : the policy implementation of the development Raja Haji 
Abdullah airport, the factors which influence in bringing about the 
implementation of development policy, the impact of policy implementation. 

Tills research is intended to know the impact of policy implementation of 
the development Raja Haji Abdullah airport which has not run smoothly and the 
impact on the implementation of the free trade zone ( FTZ ) in Karimun 
Regency. The research refers to the theory of George Edward III by using 
qualitative research methods through interViews with the third parties relating to 
the action of policy implementation .The purpose of the research is (1) to describe 
policy implementation of the development Raja Haji Abdullah airport, (2) to 
determine the factors which influence in realizing the policy implementation of 
the development Raja Haji Abdullah airport, and (3) to determine the impact of 
policy implementation of the development Raja Haji Abdullah airport. 

From the research result, obtained the policy implementation of the 
development Raja Haji Abdullah airport in realizing Free trade zone in Karimun 
Regency has not been maximally - performed due to the unavailability of land to 
develop the airport and still no support from commercial flight businessmen. 

To ensure the effective implementation of the development Raja Haji 
Abdullah airport the local government should resolve land problems at Raja H[\ji 
Abdullah airport and also invite and make sure commercial flight businessmen so 
that they are ready to give support to commercial flight businessmen and to 
prevent negative impacts in implementation of the development the airport, the 
government should coordinate flight schedules and sea transportation schedules so 
there will be no competition among them and the displacement of green areas to 
new place as a result of the development of the airport land. 
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Abstrak 

Implementasi Kebijakan Pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah 
Dan Dampaknya Terhadap Pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas 

(Free Trade Zone) di Kabupaten Karimun 

Faisal Rizal 

Universitas Terbuka 

faisaldishub@gmail.com 

Kata Kunci : lmplementasi Kebijakan Pengembangan Bandar Udara Raja 
Haji Abdullah, Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Mewujudkan 
Implementasi Kebijakan Pengembangan, Dampak Implementasi Kebijakan. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui implementasi kebijakan 
Pengembangan Bandar udara Raja Haji Abdullah yang belum beijalan dengan 
baik serta dampaknya terhadap pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas (Free 
Trade Zone) di Kabupaten Karimun. Penelitian mengacu pada teori George C. 
Edwards III dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui cara 
observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan 
pelaksanaan implementasi kebijakan. Adapun tujuan penelitian ini adalah: (I) 
Untuk mendiskripsikan implementasi kebijakan pengembangan Bandar Udara 
Raja Haji Abdullah, (2) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam 
mewujudkan implementasi kebijakan pengembangan Bandar Udara Raja Haji 
Abdullah, dan (3) Untuk mengetahui dampak implementasi kebijakan 
pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah. 

Dari basil penelitian, didapat implementasi kebijakan pengembangan 
Bandar Udara Raja Haji Abdullah dalam pelaksanaan Kawasan Perdagangan 
Bebas (Free Trade Zone) di Kabupaten Karimun belum maksimal karena adanya 
kendala tidak tersedianya laban untuk pengembangan Bandar udara serta belum 
dapat dukungan penerbangan komersial oleh para pengusaha maskapai 
penerbangan. 

Agar pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan Bandar Udara 
Haji Abdullah agar berjalan dengan baik dan lancar sebaiknya Pemerintah Daerah 
Kabupaten Karimun perlu segera menyelesaikan permasalahan laban di Bandar 
Udara Raja Haji Abdullah serta mengundang dan meyakinkan para pengusaha 
maskapai penerbangan komersial sehingga mereka bersedia untuk memberikan 
dukungan penerbangan komersial dan untuk mencegah teijadinya dampak 
negative dalam impelemtasi pengembangan Bandar Udara, Pemerintah sebaikuya 
mengkoordinasikan jadwal penerbangan dengan jadwal transportasi kapal !aut 
sehingga tidak teijadi persaingan usaha dibidang transportasi dan pemindahan 
kawasan daerah hijau kelokasi yang baru akibat pengembangan laban bandara. 
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BABIV 

BASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. DESKRIPSI TEMP AT PENELITIAN 

Bandar udara Raja Haji Abdullah merupakan salah satu bandara unit 

pelaksana tugas dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.Bandar Udara 

Raja Haji Abdullah di Karimun adalah Bandar Udara yang pertama kali 

dibangun oleh PT Aneka Tambang dan dibangun pada masa Perusahaan 

Negara (PN) Tambang Timah dan untuk kepentingan pergerakan orang dan 

transportasi barang bagi kepentingan kegiatan pertambangan PN Tambang 

Timah pada waktu itu. 

Secara administratif Bandar Udara Raja Haji Abdullah terletak di 

Kecamatan Tebing (Pulau Karirnun Besar) yang berjarak ± 11,9 kilometer 

dari Pelabuhan Tanjung Balai Karirnun (melalui jalur pesisir timur daerah 

Tebing) dan± 10,5 kilometer dari Terminal Meral. 

Bandar Udara Raja Haji Abdullah di Kabupaten Karimun berada 

pada posisi geografis : 

• 01°3' 9,3"LU -01°3' 10,9"LU 

• 103° 23' 19,1" BT -103° 23' 48,8" BT 

Berdasarkan klasifikasi dari Direktorat Jendral Perhubungan Udara, 

Keputusan Menteri Perhubungan No. 44 Tahun 2002 Tentang Tatanan 

75 
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kebandarudaraan Nasional, Bandar Udara Raja Haji AbdullahTanjung Balai 

Karimun pada saat ini tennasuk dalam klasifikasi A, sedangkan menurut 

International Civil Aviation Organisation (ICAO), landas pacu di Bandar 

Udara Raja Haji AbdullahTanjung Balai Karimun tennasuk dalam klasifikasi 

landasan Instrument Runway Non Precision Approach, dengan Aerodrome 

Reference Code (ARC) 2B. Gambar 3.1 (Peta Situasi) menyajikan kondisi 

eksisting Bandara Raja Haji Abdullah di Kota Tanjung Balai Karimun. 

Luas Laban Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Raja Haji Abdullah 

Tanjung Balai Karimun yang tersedia adalah 77.778 m2
, yang terdiri dari 

Runway, Taxiway, Apron, Runway Strip, Stopway, Turning Pad, dan PKP

PK. Sedangkan luas lahan fasilitas Sisi Darat dari Bandar Udara Raja Haji 

Abdullah yang tersedia adalah 3.266 m2
, yang terdiri dari terminal 

penumpang, bangunan umum dan tempat parkir kendaraan tennasuk 

utilitasnya. Bandar Udara Raja Haji Abdullah ini saat sekarang memiliki 

landas pacu 1.400 m x 30 m dengan arah 900 - 2700, yang merupakan basil 

pembangunan PN Tambang Timah dan direncanakan untuk melayani 

pesawat-pesawat komersial sekelas ATR72. 

Gambar 4.1 Foto Bandar udara Raja Haji Abdullah Kab. Karimun 
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B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Secara teoritik ada 3 variabel penelitian utarna yang mempengaruhi suatu 

kebijakan pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah dalam 

pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone) di Kabupaten 

Karimun antara lain : 1. Implementasi kebijakan pengembangan Bandar 

Udara Raja Haji Abdullah terhadap pelaksanaan Kawasan Perdagangan 

Bebas (Free Trade Zone) di Kabupaten Karimun, 2. Faktor yang 

mempengarubi dalam implementasi kebijakan pengembangan Bandar 

Udara Raja Haji Abdullah terhadap pelaksanaan Kawasan Perdagangan 

Bebas (Free Trade Zone) di Kabupaten Karimun, 3. Dampak implementasi 

kebijakan pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah terhadap 

pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone) di Kabupaten 

Karimun. 

Kondisi masing - masing variable dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Implementasi kebijakan pengembangan Bandar Udara Raja Haji 

Abdullah. 

Pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah dilaksanakan 

sejak tahun 2013 dimana Kebijakan pengembangan Bandar Udara 

Raja Haji Abdullah Kabupaten Karimun berdasarkan Peraturan 

Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 

tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional tanggal 16 Agustus 2013 

dimana peningkatan kelas Bandara Raja Haji Abdullah Kabupaten 
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Karimun yang merupakan Bandar Udara Klasifikasi 2B menjadi 

Bandar Udara Klasifikasi 3C dan Keputusan Menteri Perhubungan 

Republik Indonesia Nomor KP 335 Tahun 2016 tentang Rencana 

lnduk Bandar Udara Bandara Raja Haji Abdullah di Kabupaten 

Karimun Propinsi Kepulauan Riau tanggal 7 Juni 2016. 

Kebijakan pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah 

Kabupaten Karimun merupakan kebijakan bersama yang dilakukan 

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, Pemerintah Propinsi 

Kepulauan Riau dan pemerintah pusat dalam hal ini pihak 

Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Dinas 

Perhubungan Kabupaten Karimun ARYANDY, S. Sos, MM sebagai 

berikut: 

"Kebijakan pengembangan Bandar Udara Raja Hqji Abdullah 
ini merupakan kebifakan bersama yang dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, Pemerintah Propinsi 
Kepulauan Riau dan pemerintah pusat dalam hal ini pihak 
Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan 
Udara"1 

Koordinasi untuk pelaksanaan Pengembangan Bandar Udara 

Raja Haji Abdullah sering dilakukan dengan melaksanakan 

pertemuan- pertemuan membahas tanggungjawab masing- masing 

pelaksana maupun jumlah anggaran pengembangan Bandar Udara 

Raja Haji Abdullah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karimun 

1 Wawancara 21 September 2016 
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berkewajiban menyediakan laban terlebih dahulu untuk perluasan 

landasan dan fasilitas lainnya. 

Menyambung dari pertanyan kepada pak Aryandy, pak 

Saptono pun hampir sama menjawab pertanyaan yang diberikan 

mengenai proses implementasi Kebijakan Pengembangan Bandar 

Udara Raja Haji Abdullah dalam pelaksanaan Kawasan Perdagangan 

Bebas (Free Trade Zone) di Kabupaten Karimun, pak Saptono pun 

menjawab: 

"Kebfjakan pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah 
ini merupakan kebijakan bersama · yang dilakukan oleh 
Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan 
Udara yakni pengembangan Sisi Udara (landasan pacu, 
apron, Tax wey, dll) dan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Karimun bersama Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau 
melaksanakan pengembangan Sisi darat (Terminal, parkir, 
gudang, dll)". 2 

Selanjutnya untuk melihat seberapa pentingya peran arti 

Bandar Udara terhadap pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas 

(Free Trade Zone) di Kabupaten Karimun maka Peneliti melakukan 

wawancara kepada informan. 

Berdasarkan pendapat Pak Jones Tangka selaku Humas PT. 

Saipem Indonesia bahwa : "Keberadaan Bandar Udara Raja Haji 

Abdullah akan mempenuudah dan memperlancar para pengusnha 

dalam hal menunjang kegiatan industri atau perdagangan" dan 

dipertegas oleh pak Suharyanto sebagai Karyawan swasta PT. 

MOS, beliau menyampaikan bahwa : "Keberadaan Bandar Udara 

2 Wawancara 21 September2016 
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Raja Haji Abdullah akan mempermudah dan memperlancar para 

pengusaha dalam hal menunjang kegiatan industri atau perdagangan".3 

Pendapat pak Kukuh selaku masyarakat Kabupaten Karimun 

bahwa: 

"Dengan pengembangan bandara yang baik maka kemungkinan 
yang terjadi adalah : 
1. Meningkatkan ekonomi melalui investasi, 
2. Pertukaran Budaya akan semakin cepat, 
3. Persaingan dunia usaha kopetensi SDM akan setor semakin 

ketat"4 

Adanya harapan dan keinginan dari para investor yang 

menanamkan modalnya di Kabupaten Karimun kepada pemerintah 

dalam menunjang Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone) 

di Kabupaten Karimun agar dapat mengembangkan Bandar Udara 

Raja Haji Abdullah sehingga tujuan Pengembangan Bandar Udara 

Raja Haji Abdullah secara umum peningkatan sosial ekonomi 

masyarakat Kabupaten Karimun dan memperlancar investor dalam 

hal menjalankan usahanya di Kabupaten Karimun. 

Untuk melihat bagaimana proses implementasi kebijakan 

pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah yang baik maka 

peneliti menanyakan kepak Pak Aryandy, pendapat beliau yaitu: 

"Dukungan dari masyarakat dan pihak swasta yang baik akan 
memperlancar kebijakan pengembangan Bandar Udara 
sarana infrastruktur dan jalan sangat mendukung kebijakan 
ini"5 

3 Wawancara 13 Oktober2016 
4 Wawancara 23 September2016 
5 Wawancara 21 September 2016 
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Sedangkan pak saptono ketika peneliti menanyakan hal yang 

· sama beliau menjawab: "Sebaiknya pengembangan bandara selain 

didukung oleh pemerintah pusat maupun daerah, harus juga 

mendapat support dari pelaku usaha serta masyarakat sehingga 

aspek pengembangan bandara akan sinkron dengan kebutuhan akan 

fasilitas transportasi udara dari dan ke wilayah Karimun"6 

Pertanyaan yang sama juga ditanyakan kepada pak Cendra dan 

beliau menjawab "sebaiknya proses lmplementasi Kebijakan 

Pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah dalam 

pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone) di 

Kabupaten Karimun yang baik Harus besinergi yang baik antara 

Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat (Kementrian Perhubungan), 

Swasta dan masyarakat sehingga implementasi akan berjalan 

dengan baik dan lancar" 7 

Pemerintah sangat membutuhkan dukungan masyarakat dalam 

hal ke:rjasama yang baik, bentuk dukungan yang diharapakan seperti 

mempermudah kegiatan ganti rugi lahan dan pihak swasta dalam hal 

kebutuhan anggaran dimana dengan keterbatasan keuangan 

Pemerintah Daerah akibat defisit anggaran sedangkan jumlah 

kebutuhan anggaran dalam pengembangan Bandar Udara Raja Haji 

6 Wawancara 21 September 20 16 
7 Wawancara 12 Oktober2016 
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Abdullah sangat besar sehingga bantuan anggaran dari pihak swasta 

sangat diharapakan. 

a. Kebijakan pengembangan fisik I konstruksi Bandar Udara Raja 

Haji Abdullah 

Kebutuhan fasilitas fisik I konstruksi Bandar Udara menurut 

PM 69 Tahun 2013 Tentang Tatanan Kebandaraaan Nasional fasilitas 

bandar udara yaitu pengembangan fasilitas pokok Bandar Udara yang 

terdiri atas fasilitas sisi udara, (Landasan pacu dan apron) fasilitas sisi 

darat (terminal penumpang). 

Tabel4.1 Perencanaan pengembangan fisiklkonstruksi Bandar Udara 

Sebelum Rencana 
No Uraian 

pengembangan Pengembangan 

1. Klasifikasi 2C 3C 

- Panjang Lanadasan 900m 1.600m 

Pacu 23m 30m 

- Lebar Landasan Pacu 

2. Apron 70m x40m 80mx60m 

3. Terminal Penumpang 200m2 2.148 m2 

Sejak dilaksanakannya kebijakan pengembangan Bandar Udara 

Raja Haji Abdullah dan untuk melihat sejauh mana implementasi 

kebijakan berupa fisik pengembangan Bandar Udara Raja Haji 

Abdullah sehingga selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan 

para informan peneliti mengenai Apa saja Kebijakan Pengembangan 
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fisiklkonstruksi Bandar Udara Raja Haji Abdullah, pertama 

pertanyakan disampaikan kepada Pak Aryandy tentang apa saja yang 

telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam hal 

Pengembangan fisik/konstruksi Bandar Udara Raja Haji Abdullah dan 

beliau pun menjawab: 

"Yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun 
dalam hal pengembangan jisik 1/wnsh·uksi Bandar Udara Raja 
Haji Abdullah adalah penyediaan /ahan untuk pengembangan 
Bandar Udara melalui ganti rugi /ahan masyarakat disekitar 
Bandar Udara, dimana kebutuhan /ahan untuk pengembangan 
Bandar udara ±30 (tiga puluh) Hektar dan sampai saat ini yang 
dapat dilakukan ganti rugi sekitar 1 (satu) Hektar, dan untuk 
kekurangan kebutuhan /ahan selanjutnya terkendala status 
hutan lindung dilahan sekitar Bandar udara dan kepemilikan 
tanah oleh masyarakat yang tidakjelas seperti tanah garapan, 
tanah yang telah diganti rugi PT. Timah dan dikuasai lagi oleh 
masyarakat dan pengakuan hak milik ahli waris dari 

8 

kepemilikan tanah warga negara asing" 

Peneliti juga mempertanyan kepada pak Saptono selaku 

Kepala Bandar Udara Raja Haji Abdullah yang merupakan wakil 

Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 

di daerah tentang apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Pusat 

dalam hal Pengembangan fisik/konstruksi Bandar Udara Raja Haji 

Abdullah, pak Saptono pun menjawab: 

"Pihak Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal 
Perhubungan Udara telah melaksanakan pengembangan 
Bandar Udara Raja Haji Abdullah sejak tahun 2012 telah 
melaksanakan perpanjangan /andasan pacu sepanjang 500 
meter dan pelebaran apron 20 meter dan sekarang kendalanya 
/ahan untuk pengembangan tidak tersdia lagi hal ini 

8 Wawancara 21 September2016 
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mengakibatkan pelaksanaan Pengembangan Bandar Udara 
9 

Raja Haji Abdullah berjalan lambat" 

Dalam hal pengembangan fisik/konstruksi Bandar Udara 

Raja Haji Abdullah di Kabupaten Karimun Pihak Pemerintah 

Propinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan kegiatan kajian 

dampak lingkungan pada tahun 201 1. 

Untuk melihat presentase progres pengembangan 

fisik/konstruksi Bandar Udara Raja Haji Abdullah di Kabupaten 

Karimun dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel4.2 Resume pengembangan fisik/konstruksi Bandar Udara Raja 

Haji Abdullah Kabupaten Karimun 

Presentase . 
Kondisi Target Progres 

-Uraian Sebelum saat ini Rencana Pengemban pengenibangan 
Tahun 2016 Pengembangan gan 

Landasan 
Pacu 900mx23m 1.400 mx 30m 1.600 m x 30m 87,5% 

Apron 70mx40m 72,5 m x40 m 80mx 60m 60,4% 

Terminal 
Penumpang 200m2 200m2 2.148 m2 -

Berdasarkan realisasi pengembangan fisik/konstruksi 

dilapangan peneliti dapat menyimpulkan bahwa progres 

pengembangan fisik/konstruksi Bandar Udara Raja Haji Abdullah 

Kabupaten Karimun yaitu pengembangan landasan pacu telah 

9 Wawancara 21 September2016 
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mencapai progres 87,5% dirnana untuk pengernbangan panjang 

200 (dua ratus) meter selanjutnya adalah dengan cara reklarnasi 

diatas permukaan !aut rnaka telah tercapai target 

pengembangannya dan pelaksanaan reklarnasi penirnbunan dilaut 

ini akan dilaksanakan setelah diselesaikan kajian analisa darnpak 

lingkungannya terlebih dahulu. 

Untuk pengernbangan Apron (Area Parkir pesawat) telah 

mencapai progres 60,4% hanya rnernerlukan pengernbangan 7,5m 

x 20m rnaka tercapailah taget pengernbangannya, sedangkan untuk 

pengernbangan gedung terminal penurnpang Bandar Udara Raja 

Haji Abdullah belurn ada pengernbangan, hal ini akibat lahan area 

lokasi untuk pengernbangan terminal penurnpang rnasih 

merupakan status kepernilikan rnasyarakat sekitar Bandar udara 

dan status tanahnya adalah hutan lindung sehingga Pernerintah 
I . 

Daerah kabupaten Karirnun belurn dapat melaksanakan ganti rugi 

lahan tersebut. 

Dari basil wawancara dan data observasi dilapangan, 

peneliti dapat rnenyirnpulkan bahwa kebijakan fisik I konstruksi 

pengernbangan Bandar Udara Haji Abdullah yakni Pernerintah 

Daerah Kabupaten Karimun belurn maksimal karena adanya 

kendala ketersediaan lahan untuk pengernbangan Bandar udara. 
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b. Kebijakan non fisik pengembangan Bandar Udara Raja Haji 

Abdullah 

Dalam kebijakan pengembangan non fisik Bandar Udara 

Raja Haji Abdullah yakni prakiraan permintaan jasa angkutan 

udara untuk pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah 

terdiri dari prakiraan jumlah penurnpang, pesawat, dan rute 

penerbangan yang datang dan berangkat dari Bandar Udara Raja 

Haji Abdullah. 

Tabel4.3 Perencanaan pengembangan non fisik Bandar Udara 

Sebelum Rencana 
No · Uraian 

Pengembangan penge~ban~iln 

1. Pergerakan Penurnpang 
(Penurnpang/tahun) 0 66.950 

2. Pergerakan Pesawat 
0 3.650 

(Pesawat) 
3. Pesawat terbesar yang 

Grand Caravan 
Pesawat ATR-72 dan 

dilayani 
(12 penurnpang) 

sejenisnya 
(75 penurnpang) 

4. Rute Pengembangan Jakarta, Pekan 
- Baru,Tanjung Pinang, 

Padang,Medan 

Berdasarkan rencana induk Bandar Udara Raja Haji 

Abdullah Kabupaten Karirnun untuk penetapan pesawat terbesar 

yang akan beroperasi di Bandar Udara Raja Haji Abdullah adalah 

berdasarkan analisa peramalan lalu lintas angkutan udara di masa 

mendatang. 
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Peneliti melakukan wawancara dengan para informan 

peneliti mengenai sejauh mana peran pemerintah dalam hal 

kebijakan pengembangan non fisik Bandar Udara Raja Haji 

Abdullah 

Pendapat Pak Aryandy tentang apa saja yang telah 

dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam hal 

Pengembangan non fisik Bandar Udara Raja Haji Abdullah 

sebagai berikut: 

"Yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun 
dalam hal pengembangan non fisik Bandar Udara Raja 
Haji Abdullah adalah te/ah mengirimkan beberapa kali 
sural permohonan dukungan penerbangan terhadap 
pengusaha penerbangan yang memiliki pesawat ATR 72 
seperti maskapai PT. Garuda Indonesia,PT. Wings Air, 
dan PT. Indonesia Air Transport akan tetapi belum ada 

10 
jawaban kesanggupan dari pihak maskapai tersebut" 

Peneliti juga mempertanyakan kepada pak Saptono, apa saja 

yang telah dilakukan Pemerintah Pusat dalam hal Pengembangan 

non fisik Bandar Udara Raja Haji Abdullah, jawaban pak Saptono 

adalah: 

"Pihak Bandar udara Raja Haji Abdullah Ielah berkoordinasi 
dengan Kementerian Perhubungan yakni Direktur Angkutan 
Udara untuk menjembatani pihak Pemerintah Daerah dengan 
pihak pengusaha maskapai penerbangan akan tetapi pihak 
maskapai hanya menjanjikan akan meninjau /ansung seka/igus 
melihat potensi demand atau banyaknya keinginan 
masyakarakat Kabupaten Karimun yang akan menggunakan 

11 
jasa transportasi udara di Kabupaten Karimun" 

10 Wawancara 21 September 2016 
11 Wawancara21 September2016 
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Untuk melihat presentase progres pengembangan non fisik 

Bandar Udara Raja Haji Abdullah di Kabupaten Tanjung Balai 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 Resume pengembangan non fisik Bandar Udara Raja Haji 

Abdullah Kabupaten Karimun 

Presentase 
Kondisi T11rget ·. Progres 

Uraian Sebelum 
pengembangan 

saat ini Renc!liia' · ·Pengemban 
Tahun2016 · ·Pengemb~ngail gan 

Pergerakan 
Penumpang 

0 1.534 66.950 .3,7% 
(Penumpang/ 
tahun) 
Pergerakan 
Pesawat 0 201 3.650 5,5% 

i (Pesawat) 
Pesawat Pesawat 
terbesar yang Grand Caravan Dornier228 ATR-72dan 
di!ayani (12 penumpang) (19 penumpang) sejenisnya -

(75 penumpang) 

Rute Jakarta,Pekan 
Pengembang - PekanBaru 

Baru,Tanjung -
an Pinang, Padang, 

Medan 

Berdasarkan realisasi pengembangan non fisik dilapangan 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa progres non fisik Bandar Udara 

Raja Haji Abdullah Kabupaten Karimun sangat keci! yaitu untuk 

pengembangan Pergerakan penumpang sejak dilaksanakarmya 

pengembangan Bandar udara Raja Haji Abdullah hanya sebesar 3.7%, 

untuk pergerakan pesawat sejak dilaksanakarmya pengembangan 

Bandar udara Raja Haji Abdullah sebesar 5.5 % , untuk jenis pesawat 
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terbesar yang melayani sejak dilaksanakannya pengembangan Bandar 

udara Raja Haji Abdullah berupa Dornier 228 dengan jumlah 

penumpang 19 (sembilan belas) orang dimana seharusnya dapat 

pesawat yang terbesar yaitu Pesawat ATR-72 dengan jumlah 

penumpang 75 (tujuh puluh lima) orang dan rute penerbangan sejak 

dilaksanakannya pengembangan Bandar udara Raja Haji Abdullah 

hanya Karimun (Kepri)- Pekanbaru (Riau) dimana seharusnya target 

rute penerbangan yaitu Karimun - Pekanbaru (Riau), Karimun -

Tanjung Pinang (Kepri), Karimun - Padang (Sumbar), Karimun -

Jakarta dan Karimun- Medan (Sumut). 

Berdasarkan basil wawancara dan observasi dilapangan, peneliti 

menyimpulkan bahwa bahwa kebijakan non fisik pengembangan 

Bandar Udara Haji Abdullah yakni Pemerintah Daerah Kabupaten 

Karimun belum maksimal karena Bandar Udara Raja Haji Abdullah 

belum dapat dukungan penerbangan komersial di Kabupaten Karimun 

oleh para pengusaha maskapai penerbangan dan tugas Pemerintah 

untuk meyakinkan kepada pengusaha maskapai penerbangan tersebut 

agar mau mendukung route penerbangan dari dan ke Kabupaten 

Karimun. 
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2. Faktor yang mempengaruhi dalam mewujudkan implementasi 

kebijakan pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah. 

Dalarn proses implementasi kebijakan pengembangan Bandar 

Udara Raja Haji Abdullah dalarn pelaksanaan Kawasan Perdagangan 

Bebas (Free Trade Zone) di Kabupaten Karimun terdapat berbagai 

faktor yang mempengaruhi dalarn mewujudkan implementasi 

kebijakan pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah tersebut. 

Untuk melihat implementasi kebijakan pengembangan 

Bandar Udara Raja Haji Abdullah Kabupaten Karimun telah 

dilaksanakan dengan baik atau tidak, maka peneliti telah melakukan 

wawancara, dengan menetapkan konsep operasional yang mengacu 

pada teori-teori pendapat para ahli, dalarn hal ini peneliti mengacu 

pada teori George C. Edwards III (Joko Widodo, 2007) dimana 

terdapat 4 faktor yang berpengaruh pada keberhasilan atau 

kegagalan implementasi kebijkan yaitu : 

a. Komunikasi (Kejelasan informasi mengenai koordiansi untuk 

mencapai sasaran dan tujuan pengembangan Bandar Udara 

Raja Haji Abdullah) 

Dalarn hal pengembangan Bandar Udara Raja Haji 

Abdullah Kabupaten Karimun komunikasi sangat penting untuk 

. koordinasi yang sinergi harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Karimun, Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau dan 
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pemerintah pusat dalam hal ini pihak Kementerian Perhubungan 

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. 

Pendapat pak cendra berkaitan tentang komunikasi, beliau 

menyampaikan bahwa faktor yang mempengaruhi dalam 

mewujudkan kebijakan pengembangan Bandar Udara Raja Haji 

Abdullah, adalah: 

"Komunikasi yang baik antara Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah dan pihak swasta juga mempengaruhi 
pelaksanaan kebijakan pengembangan Bandar Udara 
Raja Haji Abdullah agar tercapai dengan baik"12 

Untuk lebih meyakinkan, peneliti meminta tanggapan 

informan kunci yakni Pak Aryandy dan Pak saptono selaku 

pelaksana pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah 

tentang komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah dalam hal pengembangan Bandar Udara dan 

tanggapannya sebagai berikut: 

Tanggapan pak Aryandy adalah sebagai berikut: 

"Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun bersama 
Pemerintah Propinsi berkomunikasi dengan koordiansi 
kepada pihak Kementerian Perhubungan dalam hal 
pembagian tugas dan wewenang berdasarkan kemampuan 
anggaran masing - masing dimana Pemerintah daerah 
mengharapkan pihak Kementerian Perhubungan lebih 
dominan dalam hal pembiayaan pengembangan Bandar 

13 
Udara" 

Tanggapan pak Saptono Sudiro adalah sebagai berikut: 

12 Wawancara 12 Oktober2016 
13 Wawancara 21 September2016 
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"Pihak UPT Bandar Udara Raja Haji Abdullah dan 
Kementerian Perhubungan di Jakarta se/alu 
berkomunikasi terhadap hal - hal yang berhubungan 
dengan pelaksanaan pengembangan baik itu secara /isan 
maupun tertulis kepada Pemerintah Daerah sehingga 
hambatan akibat oknum masyarakat dilapangan 
mendapat dukunganlbantuan penyelesaian dari pihak 

u 
Pemerintah daerah" 

Berdasarkan teori yang dipakai yaitu teori George C. 

Edwards III (Joko Widodo, 2007) untuk melihat pengaruh dalam 

implementasi kebijakan, dilihat dari salah satunya 

indikatornnya yaitu faktor komunikasi sehingga dari tanggapan 

informan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan komunikasi 

yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan 

pihak swasta sangat dibutuhkan sekali untuk melakukan 

pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah Kabupaten 

Karimun untuk menjadikan Bandar Udara yang refresentatif. 

Dari hasil wawancara maka peneliti menanggapi, 

komunikasi yang baik untuk koordinasi dalam pengembangan 

Bandar Udara Raja Haji Abdullah, sehingga dari komunikasi 

yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan 

pihak swasta diperlukan untuk pengembangan Bandar Udara Raja 

Haji Abdullah Kabupaten Karimun seperti pembuatan program 

kelja akan menghasilkan pengembangan yang efektif dan efesien. 

14 Wawancara 21 September 2016 
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b. Sumber daya (Resources) 

Dalam implementasi pengembangan Bandar Udara Raja 

Haji Abdullah, terdapat sumber daya yang harus disediakan, 

sumber daya yang dimaksudkan meliputi sumber daya manusia, 

sumber daya keuangan/anggaran, dan tanah atau lahan yang 

diperlukan. 

1 ). Sumber Daya Manusia. 

Sumber daya manusia sebagai pelaksana implementasi 

pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah merupakan 

merupakan faktor penting dalam melaksanakan pengembangan 

Bandar Udara tersebut. 

Ketika ditanya jumlah pelaksana untuk pengembangan 

Bandar Udara Raja Haji Abdullah, pak Aryandy menjawab: 

"sedikit sekali jumlah staf yang membantu beliau dalam bidang 

perhubungan udara dimana jumlahnya hanya 5 (lima) orang 

staf."15 Hal yang sama juga dijawab pak Saptono bahwa beliau 

dibantu 15 (lima belas) orang staf dalam bekeJja."16 

Dari hasil wawancara maka peneliti menanggapi, sumber 

daya manusia dalam hal ini jumlah pelaksananya sangat 

memadai hanya memerlukan peningkatan keahlian melalui 

pelatihan maupun bimbingan teknis. 

15 Wawancara 21 September2016 
16 Wawancara 21 September2016 
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2). Sumber Daya Anggaran/Keuangan. 

Tersedianya anggaran merupakan modal utama untuk 

melaksanakan pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah 

melalui dan APBN dan APBD. 

Berdasarkan rencana induk bandara total anggaran yang 

diperlukan dalam pengembangan fisik/ konstruksi Bandar Udara 

Raja Haji Abdullah sebesar ±Rp. 468 milyar dan hal ini belum 

termasuk anggaran untuk penyediaan lahannya. 

Untuk melihat seberapa besar anggaran yang telah digunakan 

untuk pengembangan Bandar Udara hingga saat ini maka peneliti 

bertanya kepada pak Saptono dan beliau menyampaikan bahwa: 

"Pihak Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal 
Perhubungan Udara telah melaksanakan pengembangan 
Bandar Udara Raja Haji Abdullah sejak tahun 2012 
dengan menghabiskan anggaran sebesar ± Rp. 120 Milyar 
untuk pengembangan jisiklkonstruksi Bandar Udara Raja 
Haji Abdullah "17 

Dan informasi dari pak Aryandy bahwa: "Pemerintah Daerah 

Kabupaten Karimun bersama Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau 

menghabiskan anggaran sebesar ± Rp. 5 Milyar untuk penyediaan 

lahan."18 

Berdasarkan hasil wawancara kedua informan tersebut diatas, 

peneliti menanggapi, untuk kebutuhan pengembangan Bandar 

Udara Raja Haji Abdullah masih memerlukan jumlah anggaran 

17 Wawancara 21 September 2016 
18 Wawancara 21 September2016 
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dan keterbatasan anggaran pemerintah terutarna Pemerintah Daerah 

Kabupaten Karimun yang mengalami defisit anggaran akan menjadi 

kendala dalam pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah. 

3). Tanah atau Lahan. 

Melihat peta lokasi atau layout pengembangan Bandar 

Udara Raja Haji Abdullah untuk total lahan yang diperlukan 

untuk pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah seluas 

±76 Hektar dimana saat ini lahan yang tersedia adalah seluas ±36 

Hektar sehingga masih memerlukan penambahan lahan untuk 

pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah seluas 

±42 Hektar lagi. 

Tanggapan pak Aryandy saat peneliti menayakan tentang 

kondisi lahan untuk pengembangan Bandar Udara Raja Haji 

Abdullah, beliau menyampaikan bahwa: 

"Pemerintah daerah Kabupaten Karimun bersedia 
melaksanakan ganti rugi lahan tersebut akan tetapi 
kondisi dilapangan terdapat kendala dalam hal ganti rugi 
yaitu status hutan lindung dilahan sekitar Bandar udara 
dan kepemilikan tanah oleh masyarakat yang tidak jelas 
seperti tanah garapan, tanah yang telah diganti rugi PT. 
Timah dan dikuasai lagi oleh masyarakat dan pengakuan 
hak milik ahli waris dari kepemilikan tanah warga negara 
asing. "19 

Berdasarkan basil wawancara tersebut diatas, peneliti 

menanggapi, untuk kebutuhan laban pengembangan Bandar Udara 

Raja Haji Abdullah masih sangat diperlukan, dengan 

19 Wawancara 21 September2016 
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permasalahan status lokasi pengembangan yang merupakan 

kawasan hutan lindung maka harus dialih fungsikan terlebih 

dahulu menjadi kawasan yang dapat dilaksanakan pembangunan. 

c. Disposisi (Komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan 

kebijakan pengembangan Bandar Udara Raj Haji AbduUah) 

Komitmen pimpinan yang kuat dalam mengembangankan 

Bandar Udara Haji Abdullah, hal ini akan memperlancar 

mengimplementasikan kebijakan pengembangan Bandar Udara Haji 

Abdullah dan akan berjalan secara maksimal pula. Aparat pelaksana 

atau implementor merupakan faktor lain yang menentukan apakah 

satu kebijakan publik sulit atau tidak diimplementasikan. Komitment 

untuk berperilaku sesuai tujuan kebijakan penting dimiliki oleh 

aparat pelaksana. 

Pendapat pak Kukuh selaku masyarakat menyampaikan bahwa 

faktor mempengaruhi dalam mewujudkan kebijakan pengembangan 

Bandar Udara Raja Haji Abdullah adalah: 

"Saya menilai faktor "Kemauan dan Dukungan 
Masyarakat dan pimpinan sangat mempengaruhi 
pe/aksanaan kebijakan pengembangan Bandar Udara 
Raja Hqji Abdullah agar tu~uan pengembangan ter/aksana 
secara efektif dan ejisien ". 0 

Hasil observasi dilapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan 

implementasi kebijakan pengembangan Bandar Udara Raja Haji 

20 Wawancara 23 September 2016 
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Abdullah mempunyai pemahaman yang baik terkait koordinasi 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain wujud 

dukungan, pemahaman dan komitmen, disposisi juga menunjukan 

adanya transparansi dalam pelaksanaan pengembangan Bandara 

Udara Raja Haji Abdullah, hal ini penting dimiliki oleh pelaksana 

kegiatan karena tanpa adanya sikap yang transparan maka akan 

banyak teijadi penyimpangan - penyimpangan yang membuat 

sasaran kebijakan tidak tercapai. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

aspek disposisi baik dilihat dari dukungan, pemahaman, komitmen 

dan transparansi secara umum menunjukkan yang cukup baik. 

d. Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi merupakan instrument yang penting 

dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Struktur organisasi 

menunjukkan arah hubungan, garis komando dan pola koordinasi 

antara pelaksana kebijakan. 

Aspek - aspek yang terkait dengan struktur organisasi 

antara lain pola hubungan keija antar bagian dalam organisasi dan 

ketersediaan aturan yang jelas mengenai wewenang dan tanggung 

jawab dari masing - masing pelaksana kebijakan pengembangan 

Bandar Udara Raja Haji Abdullah. 

Pak Saptono menanggapi bahwa: 
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"Struktur birokrasi Bandar Udara Raja Haji Abdullah 
dimana Jumlah staf pelaksana kebijakan tidak terlalu 
banyak, untuk Pemerintah Pusat yang ada di Kabupaten 
Karimun yakni Kepala Bandara Raja Haji Abdullah 
dibantu oleh 15 (lima betas) stafpelaksana"21 

Dan Pak Aryandy menyampaikan bahwa: 

"Untuk struktur organisasi pada Dinas perhubungan 
Kabupaten Karimun dalam hal pengembangan Bandar Udara 
Kepala Dinas perhubungan dibantu oleh seorang Kepala 
bidang Perhubungan Udara, dan Kepala Bidang 
Perhubungan Udara dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Seksi 
yaitu Kepala Seksi Kebandarudaraan dan Kepala Seksi 
penunjang Keselamatan Penerbangan dan kedua Kepala 
Seksi terse but dibantu 2 (dua) orang staj"22 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan, peneliti 

menyimpulkan bahwa bahwa struktur birokrasi dalam pengembangan 

Bandar Udara Raja Haji Abdullah telah jelas dimana peran dan 

kewenangan Pemerintah Pusat Iebih besar peranannya dalam 

pelaksanaan pengembangan Bandar Udara dan Pemerintah daerah 

hanya membantu penyediaan Iahan untuk pengembangan Bandar 

Udara .. 

Berdasarkan teori Tachjan (2006i:26) menjelaskan tentang 

unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu: 

1. Unsur pelaksana. 

Pelaksana kebijakan pengembangan Bandar Udara Haji Abdullah 

yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, Pemerintah 

Propinsi Kepulauan Riau dan pemerintah pusat dalam hal ini pihak 

21 Wawancara 2 I September 20 I 6 
22 Wawancara 2I September20I6 
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Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan 

Udara. 

2. Adanya program yang dilaksanakan 

Dalam perencanaan Rencana lnduk Bandar Udara Raja Haji 

Abdullah, berdasarkan analisa prakiraan permintaan jasa 

angkutan udara maka direncanakan menjadi 2(dua) tahap program 

pengembangan yaitu : 

a .. Pengembangan Tahap I (2012-2021) 

Pekeijaan-pekeljaan yang dilakukan pada Tahap I antara lain: 

I) Pengembangan Sisi Udara (pengadaan laban, perpanjangan 

Runway) 

2) Pengembangan Sisi Darat (area parkir kendaraan, 

Pembangunan fasilitas publik, meliputi pembangunan 

terminal penumpang, bangunan VIP, loket tiket dan pos 

jaga) 

b. Pengembangan Tahap II (2022-2035) 

1) Pengembangan Sisi Udara (perpanjangan dan pelebaran 

apron, Pembuatan saluran drainase pada fasilitas sisi 

udara) 

2) Pengembangan Sisi Darat (Pembangunan fasilitas teknis, 

meliputi penyediaan laban menara pengawas, DPPU dan 

bengkel perawatan, pembangunan fasilitas penunjang, 
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meliputi penyediaan lahan perumahan karyawaan dan area 

komersial. 

3. Target group atau kelompok sasaran. 

Target kebijakan pengembangan Bandar Udara yang dibuat 

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dengan tujuan untuk 

mendorong kegiatan di sektor swasta atau kegiatan-kegiatan 

berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dalam menumbuh 

kembangan sektor ekonomi 

Arah dan tujuan pengembangan Bandar Udara Haji 

Abdullah adalah memiliki kontribusi dalam pembangunan sosial 

dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Karimun. Hal ini bisa 

dilihat penyerapan tenaga keija lokal dan penyediaan sarana 

prasarana bagi masyarakat. Pembangunan dan pengembangan 

Bandar Udara akan berpengaruh akan peningkatkan status sosial 

dan ekonomi masyarakat. Terlebih Jagi dengan pelaksanaan Tree 

Trade Zone (FTZ) di Kabupaten Karimun menjadi daya tarik para 

investor. 

Berdasarkan hasil wawancara untuk implementasi kebijakan 

pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah dalam 

pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone) di 

Kabupaten Karimun belum maksimal hal ini berdasarkan teori 

Gerston (2002) bahwa faktor yang berpengaruh terhadap 

keberhasilan kebijakan adalah: 
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a. Translation ability/Kemampuan stafpelaksana 

Kemampuan staf pelaksana kebijakan belum memadai, pada Dinas 

perhubungan Kabupaten Karimun belum ada satupun staf pelaksana 

yang pernah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis tentang 

Kebandarudaraan sedangkan staf pelaksana dari pihak Bandar Udara 

Raja Haji Abdullah belum semua staf pelaksana telah mengikuti 

pelatihan atau bimbingan teknis tentang Kebandarudaraan, ada 

beberapa staf hanya mengikuti pelatihan keselamatan penerbangan dan 

keamanan dalam kawasan Bandar Udara. 

b. Resources/Sumber daya 

Pada kenyataannya anggaran pemerintah sangat terbatas terutama 

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun terutama pada tahun 2016 yang 

mengalami Defisit Anggaran, sehingga peran dari Pemerintah Pusat 

maupun pernsahaan swasta sangat diharapkan. 

c. Limited Number OfPiayers/Jumlah pelaksana kebijakan 

Jumlah staf pelaksana kebijakan tidak terlalu banyak, untuk Pemerintah 

Daerah Kabupaten Karirnun dalam hal ini Dinas perhubungan 

Kabupaten Karimun Kepala Dinas perhubungan hanya dibantu 5 (lima) 

orang staf pelaksana di Bidang perhubungan Udara dan Pemerintah 

Pusat yang ada di Kabupaten Karimun yakni Kepala Bandara Raja Haji 

Abdullah dibantu oleh 15 (lima belas) staf pelaksana. Hal ini bukan 

suatu hambatan karena jumlah pelaksana diharapkan tidak terlalu 
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banyak agar tidak menimbulkan kebingungan dan kompetisi yang tidak 

sehat. 

d. Accountability/pertanggungjawaban 

Sejak tahun 2012 kebijakan pengembangan Bandar Udara ini 

dilaksanakan te1ah menggunakan dana Anggaran Pendapatan Be1anja 

Negara (APBN) maupun nggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

yang tidak sedikit dimana diperkirakan untuk pelaksanaan kebijakan 

pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah akan memerlukan 

dana ± 500 milyar rupiah dan hasilnya belum seimbang dengan nilai 

Pendapatan Negara atau Daerah dari sektor jasa kebandarudaraan 

terse but. 

Dari beberapa basil wawancara juga bisa terlihat bagaimana 

proses dalam penyusunan kebijakan yang tidak beJjalan sebagaimana 

mestinya, seperti: 

1) Pengindentifikasian masalah dan penyusunan agenda. 

Pengidentifikasian masalah dan penyusunan agenda berdasarkan 

tuntutan atau keinginan masyarakat dan para investor yang ada di 

Kawasan Perdagangan Bebas. 

2) Penyusunan skala prioritas. 

Dalam hal ini kebijakan pengembangan Bandar Udara Raja Haji 

Abdullah ini untuk pembangunan konstruksinya Pemerintah Daerah 

Kabupaten Karimun belum menjadikan skala prioritas dikarenakan 

keterbatasan anggaran yang defisit. 
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3) Perumusan (formulasi) rancangan kebijakan. 

Kebijakan pengembangan Bandar Udara ini hanya mengacu kepada 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 

tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar 

Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2013 tentang 

Tatanan Kebandarudaraan Nasional yang isinya berkaitan dengan 

keberadaan Bandar Udara serta Blue Print Kemenhub Tahun 2015 

tentang Sistem Transportasi Nasional. Blue Print, sedangkan Peraturan 

daerah yang mengatur tentang pelaksanaan pengembangan Bandar 

Udara Raja Haji Abdullah ini belum ada. 

4) Penetapan dan pengesahan kebijakan. 

Penetapan dan pengesahan peraturan yang mengatur kebijakan 

pengembangan Bandar Udara Raja haji Abdullah belum dilaksanakan 

karena Pemerintah Daerah belum membuat Peraturan Daerah yang 

mengatur tentang kebijakan pengembangan Bandar Udara Raja haji 

Abdullah. 

5) Pelaksanaan kebijakan. 

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, masyarakat sudah dianggap siap 

untuk mengikuti dan menerima kebijakan pengembangan Bandar Udara 

Raja Haji Abdullah tersebut, termasuk pemerintah sendiri. Pada tahap 

ini, semua kebijakan yang telah dirumuskan tadi diuji secara nyata, 

sehingga adapat diketahui apakah kebijakan baru tersebut yang diambil 

itu dapat mengatasi permasalahan atau tidak. 
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6) Evaluasi kebijakan publik. 

Tahap terakhir adalah evaluasi kebijakan publik. Pada tahap ini 

pelaksanaan kebijakan publik dievaluasi untuk mengetahui apakah 

sudah sesuai dengan harapan masyarakat dan terbukti efektif 

memcahkan masalah atau tidak. Jika hasilnya baik maka kebijakan 

tersebut diteruskan, sebaliknya jika kebijakan tersebut itu menimbulkan 

dampak atau permasalahan baru, maka sudah selayaknya kebijakan 

tersebut ditinjau ulang atau diperbaiki. Dalam evaluasi ini diketahui 

pula prestasi yang dicapai dari kebijakan publik tersebut, sehingga 

dapat dijadikan acuan untuk perumusan kebijakan berikutnya.
23 

Dan terakhir Implementasi kebijakan merupakan tahap yang 

krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program hams 

diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. 

lmplementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat 

administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta 

sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan 

kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Tahap 

implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran 

ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. 

Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya 

setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai 

implementasi kebijakan tersebut.Implementasi kebijakan merupakan tahap 

23 http://www .kitapunya.net/20 15/08/proses-perumusan-kebijakan-publik.html 

41697.pdf 



105 

yang bersifat praktis dan berbeda dengan formulasi kebijakan sebagai 

tahap yang bersifat teoritis. Berdasakan penjelasan di atas, Tachjan 

(2006i:25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik 

merupakan proses kegiatan adminsitratif yang dilakukan setelah kebijakan 

ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan 

kebijakan dan evaluasi kebijakan. lmplementasi kebijakan mengandung 

logika top-down, maksudnya menurunkan atau menafsirkan altematif

alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi altematif yang bersifat 

konkrit atau mikro. 

lmplementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting 

dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan 

keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan 

dapat dihasilkan. Bertolak belakang dengan pendekatan top down, 

pendekatan bottom up lebih menyoroti implementasi kebijakan yang 

terformulasi dari inisiasi warga masyarakat. Argumentasi yang diberikan 

adalah masalah dan persoalan yang tetjadi pada level daerah hanya dapat 

dimengerti secara baik oleh warga setempat. Sehingga pada tahap 

implementasinya pun suatu kebijakan selalu melibatkan masyarakat secara 

partisipastif. 
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3. Dampak Implementasi Kebijakan pengembangan Bandar 

Udara Raja Haji Abdullah 

Kineija suatu kebijakan atau program/ kegiatan pada 

akhirnya akan tergambar pada basil dan dampak yang dicapai dari 

implementasi kebijakan atau program! kegiatan tersebut (Dunn, 

2002), Kebijakan Pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah 

yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dibarapkan 

mampu mengatasi kebutuhan atau barapan terbadap suatu kondisi 

yang mempunyai dampak bagi masyarakat Kabupaten Karimun. 

Pada dasarnya kebijakan Pengembangan Bandar Udara 

Raja Haji Abdullah dalam pelaksanaan Kawasan Perdagangan 

Bebas (Free Trade Zone) di Kabupaten Karimun membawa 

beberapa dampak baik itu dampak positif maupun darnpak negatif. 

a. Dampak Positif Implementasi Kebijakan pengembangan 

Bandar Udara Raja Haji Abdullah 

Pada dasarnya tujuan pemerintah dalam melaksanakan 

pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah untuk 

mendapatkan basil atau dampak positif dari pengembangan 

Bandar udara tersebut seperti peningkatan sosial dan ekonomi 

masyarakat Kabupaten Karimun pada umumnya dan 

khususnya mendukung usaha para investor di Kawasan 

Perdagangan Bebas di Kabupaten Karimun. 

41697.pdf 



107 

Untuk mengetahui dampak positif imlpementasi 

Kebijakan Pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah 

dalam pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade 

Zone) di Kabupaten Karimun, peneliti telah melakukan 

observasi dilapangan dan wawancara terhadap beberapa 

informan. 

Peneliti mewawancara pak Aryandy tentang dampak 

positif dari Implementasi Kebijakan Pengembangan Bandar 

Udara Raja Haji Abdullah dalam pelaksanaan Kawasan 

Perdagangan Bebas (Free Trade Zone) di Kabupaten Karimun, 

pak Aryandy pun menjawab: 

"Menurut saya dampak positifnya, meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun sebab 
keberadaan bandar udara akan mendukung kegiatan 
industri dan perdagangan di Kabupaten Karimun dalam 

24 
hal transportasi udara" 

Menyambung dari pertanyan kepada pak Aryandy, pak 

Cendra pun hampir sama menjawab pertanyaan yang 

diberikan mengenai dampak positif dari Implementasi 

"ada 3 (tiga) dampak positif dari Implementasi 
Kebijakan Pengembangan Bandar Udara Raja Haji 
Abdullah dalam pelaksanaan Kawasan Perdagangan 
Bebas (Free Trade Zone) di Kabupaten Karimun yaitu: 
a. Memacu perkembangan wilayah dan pertumbuhan 

perekonomian masyarakat Kabupaten Karimun. 
b. Menarik Investor untuk membuka usaha baru 

24 Wawancara21 September2016 

sehingga adanya lapangan kerja bagi masyarakat 
Karimun. 
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c. Mempercepat arus lalu lintas barang, manusia dan 
jasa dari dan ke Kabupaten Karimun. "25 

Pak Asrori juga menanggapi dampak positif dari 

Implementasi Kebijakan Pengembangan Bandar Udara Raja 

Haji Abdullah dalam pelaksanaan Kawasan Perdagangan 

Bebas (Free Trade Zone) di Kabupaten Karimun yaitu: 

"Sebagai pintu gerbang kegiatan perekonomian, tempat 
kegiatan alih moda transportasi, sebagai pendorong 
dan penunjang kegiatan industr dan/atau perdagangan, 
sebagai pembuka isolasi daerah, pengembangan daerah 
perbatasan dan penanganan bencana"26 

Peneliti menanggapai pendapat kedua informan tersebut 

yakni dengan berdasarkan Undang - Undang nomor 1 tahun 

2009 pasal 194 berbunyi salah satu peran Bandar Udara 

sebagai pintu gerbang kegiatan perekonomian dan pendorong 

dan penunjang kegiatan industri dan/atau 

perdagangansehingga pengembangan Bandar Udara Raja Haji 

Abdullah yang rerfresntatif akan meningkatkan perekonomian 

di Kabupaten Karimun. 

Kepada bapak Remson, peneliti juga bertanya 

mengenai pengaruh positif dari Implementasi Kebijakan 

Pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah dalam 

pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone) 

di Kabupaten Karimun, beliau menjawab: 

25 Wawancara 12 Oktober2016 
26 Wawancara21 September2016 
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"dampak positifnya yakni dengan pengembangan ini 
secara Makro maka Roda Transportasi khususnya 
Udara semakin lancar, berarti kepentingan dan 
kebijakan akan tepat waktu "27 

Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan 

tersebut diatas, dapat disirnpulkan bahwa darupak positif 

akibat dari irnplernentasi kebijakan pengernbangan Bandar 

Udara Haji Abdullah adalah: 

1. Pengernbangan Bandar Udara Haji Abdullah berkontribusi 

dalaru peningkatan sosial dan ekonorni rnasyarakat di 

Kabupaten Karirnun. 

Peningkatan sosial dan ekonorni rnasyarakat Kabupaten 

Karirnun seperti: 

- Adanya perubahan kultur (Budaya) akibat banyaknya 

pendatang barn dari luar Karirnun 

- Pola hidup rnasyarakat Karirnun akan terpengaruh akibat 

sernakin banyaknya pengaruh pendatang barn 

Tarif hidup dan perekonornian rnasyarakat akan 

rneningkat 

2. Penyerapan tenaga keJ.ja lokal dan penyediaan sarana 

prasarana bagi rnasyarakat Kabupaten Karirnun. 

Tingkat pengangguran di Kabupaten Karirnun relatifkecil apabila 

dibandingkan dengan jurnlah penduduknya, sebagairnana data 

dari Dinas Tenaga KeJ.ja Kabupaten Karirnun rnenyebutkan hanya 

27 Wawancara 21 September 2016 
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1.004 penduduk (tahun 2015) dengan berbagai Jatar belakang 

pendidikan dari keseluruhan penduduk Kabupaten Karimun yang 

berstatus sebagai pencari kerja. Dibandingkan pada tahun 2014 

terdapat 1.534 pencari kerja dari berbagai Jatar belakang 

pendidikan. Ini mengindikasikan ketersediaan lapangan pekeljaan 

cukup untuk menampung jumlah tenaga kerja yang ada di 

Kabupaten Karimun. 

3. Menjadi daya tarik para investor untuk menanamkan usahanya, 

dengan hadimya para investor penyerapan lapangan pekerjaan 

akan menjadi luas sehingga dapat membantu perekonomian 

masyarakat juga dapat mengqrangi angka pengangguran. 

Salah satu daya tarik para investor untuk menanarnkan modalnya 

disuatu daerah -adalah lancamya sarana dan prasarana 

transportasinya baik itu transportasi darat, !aut maupun udara, 

Biasanya investor lebih memilih jasa transportasi udara karena 

tidak memerlukan waktu yang lama untuk mencapai tujuan 

pelj alanannya. 

b. Dampak Negatif lmplementasi Kebijakan pengembangan Bandar 

Udara Raja Haji Abdullah 

Dalam implementasi pengembangan Bandar Udara Raja Haji 

Abdullah tentunya juga menimbulkan dampak negatif yang sangat 

merugikan masyarakat yang berada disekitar Bandar Udara yang terkena 

dampak akibat pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah. Akan 
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tetapi pemerintah pastinya dalam melaksanakan pengembangan Bandar 

udara tersebut berusaha meminimalisir teJjadinya dampak negative yang 

merugikan masyarakat yang berada disekitar Bandar Udara tersebut. 

Untuk melihat seberapa besar dampak negatif dari imlpementasi 

Kebijakan Pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah dalarn 

pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone) di Kabupaten 

Karimun, peneliti telah melakukan observasi dilapangan dan wawancara 

terhadap beberapa informan. 

Pendapat pak Aryandy ditanya tentang dampak negatif dari 

Implementasi Kebijakan Pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah 

dalarn pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone) di 

Kabupaten Karimun, adalah: 

"Dampak negatifnya adalah terjadinya persaingan usaha 
dibidang transportasi, saat ini transportasi !aut sangat lancar 
dan merupakan satu - satunya transportasi yang digunakan 
masyarakat Kabupaten Karimun untuk keluar pulau baik itu ke 
Batam maupun ke Tarifung Pinang"28 

Hal ini dipertegas pak Remson, beliau berpendapat bahwa: 

"Dampak negatifnya adanya persaingan usaha yang tidak 
sehat pada transportasi baik di darat dan laut"29 

Sedangkan pak Jones mengatakan darnpak negatif yang tetjadi 

akibat Implementasi Kebijakan Pengembangan Bandar Udara Raja 

Haji Abdullah adalah kemungkinan pengaruh bagi alam ketika banyak 

pohon yang di tebang untuk pembangunan Bandara. 

28 Wawancara 22 September 20 16 
29 Wawancara 21 September 2016 
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Peneliti juga menanyakan hal serupa kepada pak Cendra dan 

beliau menjawab bahwa : 

"dampak negatif atau kerugian dari lmplementasi Kebijakan 

Pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah adalah: 

1. Pengurangann Daerah Hijau akibat pengembangan lahan 

bandara 

2. Penggusuran masyarakat penggarap lahan negara "30 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan 

bahwa dampak negatif dari imlpementasi Kebijakan Pengembangan 

Bandar Udara Raja H~i Abdullah dalam pelaksanaan Kawasan 

Perdagangan Bebas (Free Trade Zone) di Kabupaten Karimun, 

peneliti adalah : 

1. Terjadinya persaingan usaha dibidang transportasi, saat ini 

transportasi !aut sangat lancar dan merupakan satu - satunya 

transportasi yang digunakan masyarakat Kabupaten Karimun. 

Aksesibi!itas Kabupaten Karimun baik lingkup internal maupun 

ekstemal, untuk saat ini hanya dimungkinkan melalui sistem 

transportasi !aut sehingga apabila nantinya dengan adanya 

penerbangan komersial akan mengakibatkan usaha dibidang 

lransportasi !aut terjadi persaingan usaha. 

30 Wawancara 12 Ok1ober 2016 
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2. Pengurangan daerah hijau akibat pengembangan lahan bandara. 

Kawasan Bandar Udara Raja hajin Abdullah saat ini masih 

merupakan daerah hijau yang ditanami pohon akasia, bakau dan 

semak belukar. 
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A. KESIMPULAN 

BABV 

PENUTUP 

Berdasarkan basil penelitian dan pembahasan tentang 

penelitian implementasi kebijakan pengembangan Bandar Udara Raja 

Haji Abdullah dan dampaknya terhadap pelaksanaan Kawasan 

Perdagangan Bebas (Free Trade Zone) di Kabupaten Karimun dapat 

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

I. lmplementasi kebijakan pengembangan Bandar Udara Haji Abdullah 

Kabupaten Karimun yang terdiri dari kebijakan pengembangan 

fisiklkonstruksi Bandar Udara belum maksimal dimana perpanjangan 

landasan pacu dengan progres 87,5% dan perluasan area Apron dengan 

progres 60,4% serta belum ada pembangunan gedung terminal penumpang 

Bandar Udara Raja Haji Abdullah. Akibat dari adanya kendala tidak 

tersedianya laban untuk pengembangan Bandar udara dan pengembangan 

non fisik, maka pergerakan penumpang hanya sebesar 3.7% dari rencana 

pengembangan, dan pergerakan pesawat sebesar 5.5 % dengan jenis 

pesawat terbesar yang melayani berupa pesawat Dornier 228 berkapasitas 

penumpang 19 (sembilan belas) orang, dengan route penerbangannya 

hanya Karimun (Kepri)- Pekanbaru (Riau) karena belum dapat dukungan 

penerbangan komersial oleh para pengusaha maskapai penerbangan. 
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2. Terdapat empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan 

pengembangan Bandar Udara Bandar Udara Haji Abdullah Kabupaten 

Karimun, antara lain (I) Komunikasi, yaitu koordinasi yang baik antara 

pelaksana kebijakan pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah, (2) 

Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya 

keuangan!anggaran, dan tanah atau lahan yang diperlukan, (3) Disposisi 

atau komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan kebijakan 

pengembangan Bandar Udara Raj Haji Abdullah dan (4) Struktur birokrasi 

yaitu peran dan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

3. Dampak positif implementasi Kebijakan pengembangan Bandar Udara 

Udara Haji Abdullah dan dampaknya terhadap pelaksanaan Kawasan 

Perdagangan Bebas (Free Trade Zone) di Kabupaten Karimun yaitu: (I) 

Pengembangan Bandar Udara Haji Abdullah berkontribusi dalam 

peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Karimun, (2) 

Penyerapan tenaga kerja lokal dan penyediaan sarana prasarana bagi 

masyarakat Kabupaten Karimun dan (3) Menjadi daya tarik para investor 

untuk menanamkan usahanya dan dampak negatif yaitu: (I) Terjadinya 

persaingan usaha dibidang transportasi dan (2) Pengurangan daerah hijau 

akibat pengembangan lahan bandara. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diam bil dari basil dan 

pembahasan penelitian di atas, maka dapat disampaikan saran-saran 

sebagai berikut: 

116 

I. Untuk pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan Bandar Udara 

Haji Abdullah agar beljalan dengan baik dan lancar sebaiknya Pemerintah 

Daerah Kabupaten Karimun perlu segera menyelesaikan permasalahan 

laban di Bandar Udara Raja Haji Abdullah serta mengundang dan 

meyakinkan para pengusaha maskapai penerbangan komersial melalui 

keljasama penerbangan seperti sistem subsidi atau bentuk kerjasama 

lainnya sehingga mereka bersedia untuk mem berikan dukungan 

penerbangan komersial di Bandar Udara Raja Haji Abdullah. 

2. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan 

Bandar Udara Bandar Udara Haji Abdullah Kabupaten Karimun harus 

diperhatikan seperti: (I) Komunikasi penting dijaga antara Pemerintah 

Pusat dan daerah, (2) Sumber daya manusia harus ditingkatkan 

keahliannya dan ketersediaan anggaran dengan menjadi skala prioritas 

dalam kegiatan APBN dan APBD serta ketersediaan laban untuk 

pengembangan hams disediakan, (3) Disposisi atau komitmen pelaksana 

kebijakan pengembangan Bandar Udara Raj Haji Abdullah harus tinggi dan 

berintegritas serta ( 4) Struktur birokrasi yaitu selain peran dan kewenangan 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan pihak swasta. 
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3. Untuk mencegah teijadinya dampak negatif dalam implementasi kebijakan 

pengembangan Bandar Udara Haji Abdullah dan dampaknya terhadap 

pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas di Kabupaten karimun, 

pemerintah sebaiknya mengkoordinasikan jadwal penerbangan dengan 

jadwal transportasi kapal !aut sehingga tidak terjadi persaingan usaha 

dibidang transportasi dan pemindahan kawasan daerah hijau kelokasi yang 

barn akibat pengem bangan laban bandara. 
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LAMPIRANl 

WAWANCARA PENELITIAN 
IMPLEMENT AS! KEBIJAKAN PENGEMBANGAN BANDAR 
UDARA RAJA HAJI ABDULLAH DALAM PELAKSANAAN 

KA WASAN PERDAGANGAN BEBAS <FREE TRADE ZONE) Dl 
KABUPATEN KARIMUN 

Sesuai dengan kaidah yang berlaku dalarn penyusunan tesis yaitu 

diperlukan data untuk mendukung kelancaran suatu penelitian, maka saya 

yang melakukan penelitian yang berjudul "IMPLEMENT ASI KEBIJAKAN 

PENGEMBANGAN BANDAR UDARA RAJA HAJJ ABDULLAH 

DALAM PELAKSANAAN KA WASAN PERDAGANGAN BEBAS 

(FREE TRADE ZONE) DI KABUPATEN KARIMUN", saya mohon 

kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu sejenak untuk mengisi 

angket ini. Sesuai dengan kode etik penelitian, maka semua data informasi 

dijarnin kerahasiaannya. Bapak/Ibu tidak perlu berpikir rurnit, saya berharap 

Bapak/Ibu akan menjawab dengan Jebih Jeluasa sesuai dengan 

pengetahuan, pengarnatan, pendapat dan harapan anda mengenai 

Pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah Kabupaten Karimun. 

Saya harap anda menjawab jujur dan terbuka. 

Saya sangat menghargai segala partisipasi dan ketulusan Bapak/Ibu 

dalarn menjawab pertanyaan ini dan saya sangat mengucapkan banyak 

terima kasih atas semua kerj asarnanya. 

I. ldentintas RespondeD 

Nama 

Usia 

J enis kelarnin 

Pendidikan terakhir 

pekerjaan 

: .................... Tahun 

: Wanita!Pria (Pilih salah satu) 

• • 0 ••••••••• 0 •••••••••••••••••• 0 •• ••• 
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II. Pertanyaan dan Jawaban Wawancara 

1. Apakah Penting artinya pengembangan Bandar Udara Raja Haji 

Abdullah? 

2. Bagaimana cara mengimplementasikan Kebijakan Pengembangan 

Bandar Udara Raja Haji Abdullah? 

3. Berapa jumlah pelaksana untuk pengembangan Bandar Udara Raja Haji 

Abdullah? 

4. Bagaimana sebaiknya proses Implementasi Kebijakan Pengembangan 

Bandar Udara Raja Haji Abdullah dalam pelaksanaan Kawasan 

Perdagangan Bebas (Free Trade Zone) di Kabupaten Karimun yang baik? 

5. Apa saja yang telah dilakukan Pemerintah dalam hal Pengembangan 

fisiklk.onstruksi Bandar Udara Raja Haji Abdullah? 

6. Sejauh mana peran pemerintah dalam hal kebijakan pengembangan non 

fisik Bandar Udara Raja Haji Abdullah? 

7. Faktor saja yang mempengaruhi dalam mewujudkan implementasi 

kebijakan pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah? 

8. Seberapa besar anggaran yang telah digunakan untuk pengembangan 

Bandar Udara hingga saat ini? 
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9. Apa dampak positif atau keuntungan dari Implementasi Kebijakan 

Pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah dalam pelaksanaan 

Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone) di Kabupaten Karimun? 

10. Apa dampak negatif atau kerugian dari Imp1ementasi Kebijakan 

Pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah dalam pe1aksanaan 
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